BAB IV
KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari pembahasan mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat

dalam penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon akan merangkum hal-hal

yang ditemukan dalam penelitian ini melalui uraian berikut:

I.

Penataan ruang merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu hak asasi manusia
dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Penataan
ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang ditujukan untuk dapat mendorong
pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
masyarakat yang berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari dan
berkesinambungan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam penataan
ruang bukan lagi merupakan kewajiban setiap warga negara, melainkan sudah
menjadi hak bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam setiap
perencanaan atau kegiatan pembangunan. Sejalan dengan Undang-Undang
Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 dengan peraturan
pelaksanaannya yang menetapkan bahwa negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demi tercapainya tujuan
tersebut dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat
untuk membangun penataan ruang kota yang ideal yang mampu memberikan
kenyamanan. keasrian, dan kesehatan bagi masyarakat melalui pengelolaan
lingkungan dan kegiatan pelayanan publik. Ketentuan perundang-undangan
mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang mulai dari
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai pengendalian
pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 (PP No. 68)
Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang.

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan penataan ruang melalui
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Selain menetapkan
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RTRW, Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan kebijakan mengenai
pengaturan penataan ruang yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan
Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035. RDTR ini yang
melengkapi RTRW sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang di setiap
sub wilayah kota (SWK) dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan
masyarakat dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
perizinan dalam pemanfaatan ruang. Kecamatan Bandung Kulon merupakan
salah satu kecamatan di Kota Bandung yang termasuk dalam pengaturan
penataan ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Tegallega dalam RDTR Kota
Bandung Tahun 2015-2035 yang ditujukan untuk wilayah Pengembangan
Industri Kreatif (Mediapolis). Penataan ruang di kawasan ini memberikan
peluang untuk masyarakat memanfaatkan fungsi kawasan sebagai kawasan
komersial. Ditambah dengan adanya 2 kawasan sentra industri yang berada
di wilayah administratif Kecamatan Bandung Kulon yaitu sentra industri tahu
& tempe di Cibuntu dan sentra industri tekstil di Cigondewah. Dalam tahap
perencanaan tata ruang, realisasi dari pengaturan partisipasi masyarakat
dalam penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon yang tergambar menurut
tangga partisipasi Arnstein adalah di anak tangga pertama yaitu Manipulatif,
dimana masyarakat tidak mengetahui dan memahami RDTR di Kota
Bandung karena kurangnya informasi dan adanya hambatan dalam sosialisasi
mengenai RDTR dikarenakan keterbatasan sumberdaya dari pemerintah.
Partisipasi yang terjadi adalah melalui suatu perwakilan swadaya masyarakat
yang dalam kenyataannya tidak merepresentasikan masyarakat secara
keseluruhan.

. Di balik semua potensi yang dimiliki Kecamatan Bandung Kulon, masih
banyak permasalahan mengenai pelaksanaan penataan ruang di wilayah
tersebut. Beberapa kawasan di Kecamatan Bandung Kulon berfungsi sebagai
kawasan industri dan perdagangan. Dengan kondisi tersebut pemanfaatan
ruang oleh masyarakat sekitar Kawasan tersebut lebih mengedepankan
kegiatan komersial, sehingga banyak bangunan yang beralih fungsi tidak

sesuai peruntukannya. Kondisi lingkungan di Kecamatan Bandung Kulon
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diidentifikasi dari empat kelompok kawasan yang menjadi objek observasi
yaitu Kawasan industri, Kawasan perumahan di pinggir jalan yang rangkap
fungsi dengan industri (home industry), Kawasan perumahan komersial
(rumah dan toko), dan Kawasan perumahan di perkampungan. Dari
pengamatan tersebut diketahui penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon
masih belum optimal dikarenakan permasalahan seperti jaringan prasarana
yang belum memadai, pelanggaran pemanfaatan ruang dalam masalah
perizinan, kurang tertatanya bangunan, dan masih terdapat kawasan kumuh
yang ada di Kecamatan Bandung Kulon. Berdasarkan tingkatan tangga
partisipasi dari Arnstein pada tahap pemanfaatan ruang, partisipasi
masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon berada di anak tangga pertama,
yaitu Manipulatif dimana dalam hal ini masih banyak warga yang tidak
memahami pengaturan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan timbulnya
permasalahan dalam prosedur perizinan KKPR. Namun terdapat hal positif
dalam partisipasi masyarakat Kecamatan Bandung Kulon pada pengendalian
pemanfaatan ruang yang menduduki anak tangga keenam yaitu Kemitraan,
dimana dalam hal ini masyarakat peka terhadap kondisi lingkungannyadengan
adanya inisiatif dari masyarakat untuk melapor apabila terjadi dugaan
pelanggaran pemanfaatan ruang dan pengajuan keberatan terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
Menindaklanjuti pelaporan dari masyarakat, pemerintah melalui dinas
setempat yaitu Disciptabintar Kota Bandung melakukan pemeriksaan dan
menutup izin usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya, juga meninjau
kembali rencana pembangunan yang mendapat penolakan dari masyarakat
sekitar.

Hukum adalah aturan yang diciptakan untuk mewujudkan nilai-nilai yang
diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah
ketertiban. Ketertiban berarti ketaatan dan perilaku patuh dalam melakukan
apa yang diperintahkan atau dilarang oleh undang-undang. Dalam suatu
masyarakat dibutuhkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan
sebagai persepsi individu atau sekelompok orang terhadap suatu aturan atau

hukum yang berlaku. Ketertiban, ketentraman, dan keadilan merupakan
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tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan bersama. Tanpa kesadaran hukum
yang tinggi, tujuan ini sangat sulit dicapai. Hal ini dikarenakan adanya
perbedaan kepentingan individu yang menimbulkan konflik dalam
masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran hukum merupakan faktor penting
dalam mencapai partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran hukum didasari oleh
pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan hukum harus berlaku
secara luas. Setelah itu, aturan tersebut harus disebarkan agar segera dikenal
masyarakat. Masyarakat yang melanggar hukum belum tentu melanggar
hukum. Hal itu dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat tentang persepsi hukum dan peraturan yang berlaku
terhadap hukum itu sendiri. Selain itu hal yang mempengaruhi kesadaran
hukum berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena
itu, kepentingan semua masyarakat tergantung pada ketentuan undang-
undang itu sendiri. Kesadaran hukum yang tinggi membentuk masyarakat
yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini tidak harus
menunggu terjadinya pelanggaran atau tindakan penegakan hukum. Dengan
kesadaran hukum ini dapat mengantisipasi adanya pelanggaran dan

mewujudkan partisipasi aktif dari masyarakat.
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